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Abstract

This study explores the role of civil procedural law in resolving disputes in the District Court. The phenomenon
studied is the effectiveness and efficiency of the application of civil procedural law in resolving dispute cases
that arise in court. The purpose of this study is to identify the extent to which civil procedural law contributes
to justice and legal certainty for the parties involved in the dispute. This research method uses a descriptive
analysis approach that focuses on factors that influence the superiority of arbitration, with secondary data
sources in the form of legal documents, namely Law Number 30 of 1999 and related laws, as well as journals and
books. The results of the study indicate that the application of good civil procedural law can accelerate the
dispute resolution process and increase the satisfaction of the disputing parties. Based on these findings, it is
recommended that the quality of the courts be improved in implementing civil procedural law as an effort to
achieve better justice.
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Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan
Negeri. Fenomena yang diteliti adalah efektifitas dan efisiensi penerapan hukum acara perdata dalam
menyelesaikan kasus-kasus sengketa yang muncul di pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi sejauh mana hukum acara perdata berkontribusi terhadap keadilan dan kepastian hukum
bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis
deskriptif yang fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan arbitrase, dengan sumber data
sekunder berupa dokumen hukum, yaitu UU nomor 30 tahun 1999 dan undang-undang terkait, serta jurnal
dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum acara perdata yang baik dapat
mempercepat proses penyelesaian sengketa dan meningkatkan kepuasan para pihak yang bersengketa.
Berdasarkan temuan ini, direkomendasikan adanya peningkatan kualitas pengadilan dalam menerapkan
hukum acara perdata sebagai upaya untuk mencapai keadilan yang lebih baik.

Kata kunci: hukum acara perdata, penyelesaian sengketa, Pengadilan Negeri, keadilan, efisiensi.
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Hukum acara perdata memainkan peran krusial dalam sistem peradilan di
Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri. Sebagai
kerangka proses hukum, hukum acara perdata mengatur tata cara pengajuan gugatan,
proses persidangan, hingga pelaksanaan putusan hakim. Dalam konteks tersebut, hukum
acara perdata bukan hanya berfungsi sebagai pengatur tetapi juga sebagai instrumen
untuk mencapai tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Pentingnya
peran hukum acara perdata terlihat dalam upayanya untuk memastikan bahwa setiap
sengketa dapat diselesaikan secara adil, cepat, dan efisien. (Cloudya, 2025)

Fenomena yang saat ini menjadi perhatian adalah semakin bertambahnya jumlah
kasus yang menumpuk di Pengadilan Negeri, yang seringkali menyebabkan proses
penyelesaian sengketa menjadi lambat. Penyebab lambatnya penyelesaian tidak hanya
dari sisi substansi hukum, tetapi juga dari implementasi hukum acara perdata itu sendiri.
Banyak pihak yang merasa bahwa proses penyelesaian sengketa tidak efisien dan kurang
efektif, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini
membuat evaluasi dan peningkatan penerapan hukum acara perdata menjadi sangat
penting demi meningkatkan kinerja pengadilan. (Vahzrianur & Siswajanthy, 2024)

Di tengah tantangan ini, hukum acara perdata memiliki potensi untuk menjadi solusi
dalam mempercepat penyelesaian sengketa. Meskipun begitu, hal ini memerlukan
kepatuhan dan disiplin dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem peradilan, dari
para advokat, hakim, hingga pencari keadilan itu sendiri. Selain itu, pemahaman yang
benar mengenai prosedur hukum acara perdata juga harus diperkuat agar tidak terjadi
kesalahan prosedural yang dapat memperlambat proses penyelesaian sengketa. (Cloudya,
2025)

Peran hukum acara perdata juga dapat dilihat dalam upayanya menjamin keadilan
substantif melalui prosedur yang adil dan menghormati hak-hak para pihak yang
bersengketa. Dalam hal ini, hukum acara perdata berupaya memberikan panduan yang
jelas dan transparan tentang bagaimana suatu kasus harus diproses, mengeliminasi
ambiguitas yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, monitoring dan
evaluasi terus-menerus diperlukan untuk memastikan hukum acara perdata dilaksanakan
dengan benar dan tidak disalahgunakan. (Hideakira et al., 2024)

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengidentifikasi
peran serta tantangan yang dihadapi hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa
di Pengadilan Negeri. Dengan memahami peran hukum acara secara mendalam,
diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem
peradilan di Indonesia, demi tercapainya keadilan yang lebih baik bagi seluruh elemen
masyarakat.

METODE PENELITIAN
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Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk
menggambarkan dan memahami peran hukum acara perdata dalam penyelesaian
sengketa di pengadilan negeri. Studi ini akan memusatkan perhatian pada penerapan
prinsip-prinsip hukum acara perdata yang utama, dengan memanfaatkan data sekunder
seperti dokumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta undang-undang terkait lainnya.
Selain itu, data juga diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum yang relevant.
Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran yang komprehensif
tentang mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan negeri dan menilai efektivitas
serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu aspek krusial dari efektivitas proses hukum acara perdata adalah efisiensi
waktu dan biaya. Pengadilan Negeri berusaha menuntaskan perkara dalam jangka waktu
yang wajar, dengan menetapkan target penyelesaian kasus perdata tidak lebih dari enam
bulan sejak gugatan diterima. Ini penting untuk menghindari penundaan yang dapat
merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, melalui metode mediasi dan
negosiasi, pengadilan mendorong penyelesaian sengketa secara damai sebelum
memasuki tahap persidangan yang lebih formal dan memakan biaya tinggi. Dengan
demikian, prinsip cepat, sederhana, dan hemat biaya menjadi landasan dalam penyelesaian
perkara utang piutang. Oleh karenanya, pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas
proses hukum ini sangat penting untuk peningkatan sistem peradilan di Indonesia.
(Hideakira et al., 2024)

Dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, hukum acara perdata
memegang peran yang sangat penting untuk memastikan proses penyelesaian sengketa
berlangsung secara adil dan efisien. Seperti yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hukum acara perdata
memberikan panduan mengenai bagaimana para pihak yang bersengketa dapat
mengajukan klaim mereka, proses pembuktian, dan hal-hal yang terkait dengan hak dan
kewajiban para pihak di dalam pengadilan. UU No. 30 Tahun 1999 menekankan pentingnya
arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun tetap dalam
kerangka hukum acara perdata. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur
langkah-langkah prosedural yang harus diikuti para pihak ketika mereka telah sepakat
untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Hal ini menunjukkan peran hukum acara
perdata dalam memastikan bahwa kesepakatan arbitrase dihormati dan
diimplementasikan secara efektif. (Akbar et al., 2024)

Proses yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 juga mencakup mekanisme
pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter, dan tata cara pengadilan yang
harus diikuti oleh arbiter dalam menyelesaikan sengketa. Dalam hal putusan arbitrase,

1001



Arini Audria Sasiras, Aqshal Nuryl Setiadhi, Assaidul Akrom, Nadia Abdullah, Farahdinny Siswajanthy, Peran
Hukum Acara Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri

hukum acara perdata menyediakan landasan bagi implementasi dan eksekusi putusan
tersebut, yang mencakup bagaimana putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di
dalam yurisdiksi negara. Selain itu, keberadaan hukum acara perdata dalam pengaturan
arbitrase juga memberikan jaminan kepada kedua belah pihak mengenai kepastian hukum
dan perlindungan terhadap hak-hak mereka. UU No. 30 Tahun 1999 memastikan bahwa
proses arbitrase dijalankan dengan transparansi dan keadilan, sehingga para pihak dapat
mempercayai bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang mereka pilih akan menghasilkan
putusan yang adil. (Akbar et al., 2024)

Peran hukum acara perdata dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri,
termasuk dalam konteks arbitrase, sangat krusial. la tidak hanya memberikan kerangka
hukum yang jelas dan detail, tetapijuga berfungsi untuk memastikan bahwa setiap proses,
baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan melalui arbitrase, berlangsung dengan
adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. (Aulia et al., 2024)
Pembahasan

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tata cara
mengajukan gugatan, proses persidangan, hingga putusan dan pelaksanaanya dalam
penyelesaian sengketa antara pihak-pihak perdata. Di Indonesia, hukum acara perdata
diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan
Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering). Hadirnya hukum acara perdata dalam
sistem hukum memberikan kepastian mengenai langkah-langkah yang harus diambil oleh
siapa pun yang mencari keadilan di pengadilan. Ruang lingkup dari hukum acara perdata
mencakup prosedur bagaimana gugatan diajukan, bagaimana tergugat harus merespon,
proses pembuktian, bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh hakim, serta prosedur
banding dan kasasi. Setiap tahap ini diatur secara detail untuk memastikan bahwa setiap
pihak yang berperkara mendapatkan haknya untuk didengarkan secara adil (fair trial). Ini
juga menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dihukum tanpa melewati proses hukum
yang telah ditentukan. (Aulia et al., 2024)

UU No. 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif
juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip hukum acara perdata. Meskipun arbitrase
merupakan jalur penyelesaian di luar pengadilan, prosesnya tetap mengikuti regulasi yang
sudah ditentukan untuk memastikan bahwa keadilan tetap menjadi prioritas utama. Hal ini
melibatkan prosedur mulai dari pengajuan permohonan arbitrase, penunjukan arbiter,
sampai dengan eksekusi keputusan arbitrase. Dengan demikian, pemahaman yang
mendalam tentang hukum acara perdata merupakan hal yang esensial bagi para praktisi
hukum serta individu yang terlibat dalam perkara perdata. la menyediakan kerangka yang
memungkinkan proses hukum berlangsung secara adil dan teratur, sehingga setiap
putusan yang dihasilkan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan mengikat semua pihak
yang terlibat. (Rosy et al., 2020)

2. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri
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Proses penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri dimulai dengan pengajuan
gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat). Gugatan ini harus memuat
identitas para pihak, uraian singkat tentang objek sengketa, dan tuntutan atau petitum
yang diinginkan penggugat (Saragih, 2021). Setelah gugatan diterima, pengadilan
kemudian memanggil pihak tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Setelah selesai tahap pengajuan gugatan dan
jawaban tergugat, proses persidangan masuk ke tahap pembuktian. Pada tahap ini, setiap
pihak diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim atau
bantahannya. Bukti-bukti tersebut bisa berupa dokumen tertulis, saksi, keterangan ahli,
serta bukti lainnya yang dianggap relevan oleh hakim. Proses pembuktian ini krusial karena
menentukan apakah gugatan atau bantahan memiliki dasar hukum yang kuat. (Aidi, 2022)

Selanjutnya, hakim akan memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan serta
mendengarkan keterangan dari para saksi dan ahli sebelum memberikan putusan. Hakim
juga dapat menempuh berbagai upaya mediasi atau jalan damai lainnya sebelum
menjatuhkan putusan, sesuai dengan asas penyelesaian sengketa yang mengedepankan
keadilan dan perdamaian. Jika putusan telah diambil, putusan tersebut harus disampaikan
kepada para pihak dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika
salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, mereka memiliki hak untuk
mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Proses banding memberikan satu lagi lapisan
pemeriksaan untuk menjamin bahwa putusan yang diambil telah sesuai dengan hukum
dan rasa keadilan. Selanjutnya, jika masih tidak puas, pihak yang bersengketa dapat
melanjutkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan final.
(Aidi, 2022)

3. Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Arbitrase adalah salah satu metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999. Metode ini memberikan alternatif yang lebih cepat
dan seringkali lebih efisien dibandingkan dengan melalui jalur pengadilan konvensional.
Dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menunjuk arbiter
independen yang akan memberikan putusan terhadap sengketa mereka. Proses arbitrase
dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui
arbitrase, yang biasanya ditunjukkan dalam sebuah perjanjian arbitrase. Setelah itu, salah
satu pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase, dan para pihak harus sepakat
mengenai penunjukan arbiter atau panel arbiter. Arbiter yang ditunjuk biasanya dipilih
berdasarkan keahlian dan pengalaman mereka dalam bidang yang relevan dengan
sengketa yang sedang berlangsung. (Sentana et al., 2020)

Selama proses arbitrase, para pihak dapat menyampaikan argumentasi dan bukti
mereka secara tertulis maupun lisan. Arbiter kemudian akan mempertimbangkan semua
bukti dan argumentasi yang diajukan sebelum akhirnya memberikan putusan. Putusan
yang diberikan oleh arbiter biasanya bersifat final dan mengikat, yang berarti para pihak
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harus melaksanakan putusan tersebut tanpa perlu melalui proses pengadilan lebih lanjut
(Putri et al., 2019). Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah kerahasiaannya, yang
memungkinkan para pihak menjaga privasi atas sengketa mereka. Selain itu, proses
arbitrase biasanya lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak,
sehingga memberikan solusi yang lebih tepat waktu dan efisien. Meski begitu, arbitrase
tetap mengikuti prinsip-prinsip hukum acara perdata untuk memastikan bahwa proses dan
putusan yang dihasilkan adalah adil dan berdasarkan hukum. (Aidi, 2022)
4. Implementasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase

Setelah putusan arbitrase diberikan, implementasi dan eksekusi putusan menjadi
tahap penting berikutnya dalam proses penyelesaian sengketa. UU No. 30 Tahun 1999
menetapkan bahwa putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan
putusan pengadilan, dan karenanya wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat. Agar
putusan arbitrase dapat dieksekusi, pengadilan negeri di yurisdiksi terkait harus
mengeluarkan penetapan eksequatur. Penetapan eksequatur dilakukan dengan cara
mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang berwenang. Pengadilan kemudian
akan memeriksa legalitas putusan arbitrase, termasuk memastikan bahwa putusan
tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak melanggar prinsip-prinsip
dasar hukum yang berlaku. Jika tidak ditemukan halangan, pengadilan akan mengeluarkan
penetapan yang memungkinkan putusan arbitrase untuk dilaksanakan secara paksa.
(Sentana et al., 2020)

Dalam banyak kasus, pihak yang kalah mungkin akan berusaha untuk menghindari
pelaksanaan putusan arbitrase. Oleh karena itu, penetapan eksequatur merupakan
langkah penting yang memberikan putusan arbitrase kekuatan eksekutorial yang
diperlukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan. Proses ini memberikan kepastian
hukum dan menjamin bahwa para pihak akan mematuhi hasil dari proses arbitrase yang
telah mereka setujui sebelumnya. Pelaksanaan putusan arbitrase yang efektif merupakan
cerminan penting dari keberhasilan sistem arbitrase secara keseluruhan. la tidak hanya
memastikan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang
efisien dan adil, tetapi juga memperkuat kepercayaan pada mekanisme arbitrase sebagai
alternatif penyelesaian sengketa yang sah dan diakui oleh sistem hukum. (Sentana et al.,
2020).

KESIMPULAN

Hukum acara perdata memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian
sengketa di Pengadilan Negeri. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur, hukum
acara perdata memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil, efisien,
dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya memberikan
kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, penerapan hukum acara perdata yang
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konsisten mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalagunaan wewenang,
serta mendukung terciptanya supremasi hukum dalam masyarakat.
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